
 

 
BUPATI PURWAKARTA 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR 7 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  

BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PURWAKARTA, 

 
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, pengurusan dan penerbitan 
Dokumen Kependudukan tidak dipungut 
biaya, dan oleh karena itu, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil, harus dicabut; 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang 
Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara Yang 
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 4235); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4634); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475); 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4674); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 



Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568), 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5650); 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 



Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3050); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
1994 tentang Pengawasan Orang Asing 
dan Tindakan Keimigrasian  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3562); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 



Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4674), 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475); 

  18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk; 

  19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional, 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional; 

  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara 



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
32); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Daerah; 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi  Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Purwakarta 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta tahun 2008 Nomor 7); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 
2008 Nomor 10), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 
Nomor 21); 

 
 
 
 
 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA 

 

dan 
 

BUPATI PURWAKARTA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 9 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU 
TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 
Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. 

 
 



 
  Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal 6 Agustus 2015 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
              Ttd. 

 
 

DEDI MULYADI 
 Diundangkan di Purwakarta 
pada tanggal 6 Agustus 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA, 

 
Ttd. 

 
Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si. 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 7 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA,  PROVINSI JAWA BARAT (..../2015) 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA 

  
                    Ttd. 
 
 

H. SYARIFUDDIN YUNUS, SH 

 

 


